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Ommnibus Law UU Kesehatan
Resmi Berlaku

IKATAN Dokter Indonesia (IDID
akan mempelajari substanzi
nrnibus tmwe U Kesehatan
serelah Presiden Jolowi resmi
menandatanganinya dan her-
ladas sejak B Agustis 2023,

Jura bicara 131 Rend Sarrka
mengatakan pihaknya belum
ingin berkomentar banyak
rerkair dengan pengesahan UL
Kesehatan tersebut. “ID telah
memperkirakan bahwa UU Ko
17 Tahun 2023 terschut pasu
akan disahkan pernerintah.”

Beni juga menegaskan IDI
menghormard keputusan pe-
rrerintah rersebnt meski peno-
lakarn terhadap U tersebut dari
berbogai asasiosi keschartan
masth rerjadi hingga saar ini.
“IDI tetap konsisten dengan
penolakan UU terschut dan
akan mempelajard lebih lanjuor
isi yang ada di dalam regulasi

omnibs fmw ita dan bagaimana
implikazsi ke depannya,” ujar
Reni.

Seperti diberitakan, =sali-
nan undang-undang itu sudah
diterhithan di situs Jaringan
Dokumentazi dan Inforemass
Hukum Kementlerian Sekre
tariatl Negara,

Sementara iru, anggara
Komizi IX DPFR Fdy Wuryanto
mengatakan pihaknya menga
presiasi penandatanganan UU
Kesehatan tersebut oleh Presi-
den. [a berharap, UU tersebut
dapar memberkan pelayanan
kesehatan yang merata unik
masyarakat Indonesia.

Menurut Edy, U Kesehatan
rersehut dapat menjamin per-
lindungan serta kesejahteraan
bagi tenagn medi: dan tenaga
keschatan sebagal ujung tam
bhak dari layanan kesehatan

masyarakat. UU Kesehatan
baru itu juga mengurangi ke-
wenangan asnsiasi-asosiasi
vang telah ada, rermasuk pe-
ngelolaan dana BP]S yang kini
dinrganizasi Kementerion Ke
sehatan.

Salah satu klausul lainnya
yang ditentang 101 terkait de
ngan penghapusan rardatory
spending. Dengan demikian,
keberadaan UU Kesehatan yang
bary itu tidak mewajibkon be
lanja atau pengeluaran negara.

Namun, menurat Staf Khu-
s1s enten Kesehatan Laksonno
Trisnantoro, alokasi anggaran
wafibh kesehatan yang sudah
berjalan sclama 10 tabun di
Indonesta tldak menjamin
indikator status kesehatan ma-
syarakat menjadi lebih baik.
Karena im, keberadaannya
dihapus. (DisH-1}
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EKSPOR OBAT TRADISIONAL ILEGAL: <epala Barlan
Pengawas Ohat dan Makanan (POR) Penny K Lukita (kiri)
Bersama Difjen Bea Cukai Askolanitkanan) menunjukkan
Barang bukti obat radisional ilegal ssat eilis penggzagalan
ekosprow prodik tersebut ol niang kargoe Bandlara Soekamio-
Hata, Tangerang, Banten, kemarin. Bea Cukai bersama Badan
PO menggagalkan ckspor ompal jenis abal radisional ilegal
yang maengandung bahan kirmis obatdan tdak erdaltor
Badan POM R ke Urbekistan senilai Rpid.1 miliar.



